Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.Depok by Chamidah, Dina
TJ NIVERSITAS WI.IAYA KTiSTiMA STIRABAYA
FAKI"iLTAS HT]KUM
,f trR\tt" n.t ' i lAH tIt,f i l , l l
r}
f F: It.$ ll l'.1\ I l t '
Pt tu.tsH trn PI:RtsH
plSSf{: l{ll}36{E a-ISSN: lllF?3&t
ST] ILAT Kf TERAITGAN PE N ERIMA AN ITASKAH JU RN AL PD RSPf, KTIF
Nomor: e0 t{PersdKetiFHlUWKSjVItl/2O t 9
Dewan tsditor Jurnal Perspektif telalr meflcrima naskah dari:
f{nma : DINA CHAMIDAH
: Universitas Wijryr Kurumr Surrbeyr
: tliuathilnr id;rlr ftrr*,c uu hr.*r.id
lnstituci
E-meil
Jsdul Naskrh ; PPAT RESP'DNSIBILITY FOR THE TRANSFER OF I-AND
Menyatakan bahwa naskah lersebut relah dip'roses esuai dengm peer Review l,rrrce.r:l yang telah
ditetapkan oleh Jumal Pcnpektif Fakultas Hukum Univenitas Wljaya Kusuma dan alun rtiterbitkan
pada jurnal elektr$ruk Perspektif Volume 2-l Nomor 3 I'ahun 20 l 9.
Demikian surdt keterangan i i dibuat &n harap dipergunakan sebageimana mestinya.
Surabaya, 1 Agustus 2019
Editors,
S.H..l$l.Hum.
Jl. Ilukuh Krpeng XX!'l$l Sunbryr 610225 Tclp-/Frr : t03I I 16?9791
c-rnoiL' p*rtpeLrif..lrrr}runr ri r*h+o,com l[eh*ite: htt p:'.jrrrnrl-prnprLrif.*ry
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah 
Dalam Putusan Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.Depok 
 
Dina Chamidah 
Universitas Surabaya 
dinachamidah_fbs@uwks.ac.id 
 
 
ABSTRAK 
 
PPAT  sebagai  pejabat  yang  mempunyai  wewenang  untuk  pembuatan  Akta  Jual  Beli Tanah  
mempunyai  tanggungjawab  atas  kebenaran  fakta  peristiwa  yang  ada  dalam  akta  yang 
dibuatnya. Kesalahan atau kesengajaan dari PPAT dalam proses pembuatan akta yang 
berdampak terjadinya sengketa pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tanggung jawab PPAT terhadap pemindahan hak atas tanah dan penyebab Akta Jual  Beli  tanah  
menyimpang dari  kebenaran  fakta  peristiwa  sesuai  dengan  putusan  pengadilan Nomor: 
86/Pdt.G/2009/PN.Dpk,  kewajiban  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam 
pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dan  mengidentifikasi serta mengetahui tanggungjawab Pejabat 
Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  mengenai  kebenaran  fakta  peristiwa  dalam  pembuatan  Akta  
Jual Beli Tanah. Penyebab PPAT mengesampingkan Tanggungjawab dalam pembuatan Akta 
Jual Beli Tanah  dalam  perkara  Nomor:86/Pdt.G/2009/PN.Dpk,  karena  kesengajaan  dari  
PPAT  yang mengetahui  keadaan  bahwa  pelunasan  pembayaran  belum  diterima  pihak  
penjual  tetapi  tetap melakukan  proses  pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah.  R.Sjarief  
Budiman,  SH  Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai maksud tertentu untuk 
menguntungkan salah satu pihak, karena membuat  Akta  Jual  Beli  Tanah  yang  tidak  sesuai  
dengan  tata  cara  berdasarkan  peraturan perundangan. Sehingga dijatuhkan sanksi Perdata dan 
administratif, selain itu dapat dikenakan sanksi pidana maupun pencopotan jabatan sebagai 
PPAT.  Selain itu bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas 
tanah yang sebenarnya dan akibat yang ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan para pihak.   
  
Kata Kunci:  Tanggungjawab PPAT, Kebenaran Fakta Peristiwa, Akta Jual Beli Tanah, 
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah. 
 
 
ABSTRACT 
 
Conveyancer, as officials who had authorised the creation of the deed of sale and purchase of 
land, has the responsibility for the truth of the facts of the events that are true. Errors or 
deliberate action of a Conveyancer in the process of doing the deed which affects the occurrence 
of land disputes. The purpose of this research is to know the responsibilities of the Conveyancer 
against the transfer of land rights and land sale and purchase Deed cause deviating from the 
truth of the facts of the event by the Court ruling number: 86/Pdt. G/2009/PN. Dpk, obligations 
of Land deed official (PPAT) in the manufacture of the deed of sale and purchase of land, and 
